BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang telah diuraikan pada bab-

bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1.

Berbagai faktor seperti kesulitan perekonomian, pengaruh lingkungan sekitar dan
kurangnya lapangan industrial ataupun lapangan pekerjaan merupakan beberapa
penyebab terjadinya kejahatan dengan menggunakan senjata api yang sangat
meresahkan masyarakat. Terhadap ketiga faktor penyebab terjadinya kejahatan,
tidak hanya mendasari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau
kelompok masyarakat saja, tetapi ketiga faktor tersebut juga mempengaruhi
seluruh lapisan masyarakat, baik warga sipil maupun aparat kepolisian dan TNI.
Disamping itu juga dipengaruhi oleh maraknya peredaran senjata api dan
mudahnya orang memperoleh senjata api baik secara ilegal maupun secara legal
dengan izin dari instansi kepolisian. Pengawasan yang belum optimal oleh pihak
kepolisian terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata api juga turut menjadi
salah faktor penting didalam terjadinya kejahatan dengan senjata api berkaitan
faktor urbanisasi dan industrial.

Kendala dan upaya yang dihadapi oleh Polri didalam menangangi kejahatan
dengan senjata api adalah:
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a. Kebutuhan anggaran dana kepolisian yang belum sesuai dengan standard

kebutuhan patroli.

b. Terbatasnya jumlah personil kepolisian dalam melaksanakan fungsi patroli
kepolisian.

c. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya atau Kurang
aktifnya masyarakat terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di lingkungan
sekitarnya.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri adalah :

a. Melakukan upaya Preventif yaitu dengan melakukan kegiatan-kegitan
sebagai berikut:

1. Tugas yang bersifat penyuluhan, bimbingan, dan pembinaan
2. Tugas yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pertemuan antara unsur
niat dan unsur kesempatan sehingga tidak terjadi suatu tindak pidana.
b. Melakukan upaya Represif yaitu suatu tindakan pemberantasan terhadap suatu
kejahatan yang dilakukan dengan cara mengumpul semua barang bukti yang

ada, dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan bila terjadi suatu tindak

pidana.
B. Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya serta kesimpulan diatas dapat

disampaikan bahwa saran-saran sebagai berikut:
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1. Melakukan pendataan ulang mengenai semua senjata api yang terdaftar, baik sipil
maupun aparat, serta menguji standard psikologis seseorang terhadap kepemilikan
senjata api tersebut,

2. Menindak tegas para pemilik senjata api illegal sesuai dengan peraturan yang
berlaku sebagai efek jera sehingga keberadaan peraturan senjata api dapat efektif
berlaku.

3. Meniadakan hak kepemilikan senjata api bagi warga sipil dikarenakan pengawasan
terhadap kepemilikan senjata api oleh warga sipil membutuhkan lebih banyak
perhatian, mengingat akan meningkatnya masyarakat sipil mengajukan surat
permohonan izin kepemilikan senjata api dan meningkatnya kejahatan senjata api
yang illegal.

4. Melakukan kebijakan-kebijakan ataupun kegiatan-kegiatan yang tetap mengajak
masyarakat umum untuk turut serta dalam upaya menanggulangi kejahatan-

kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun senjata api.
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